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4 PILAR PENGELOLAAN ARSIP KELEMBAGAAN 
MENUJU TERTATANYA ARSIP YANG BAIK DAN SISTEMATIS 

Fransisca Rahayuningsih dan MM. Hastutiningrum 
(Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta) 

Abstrak 
Peranan arsip dalam kegiatan organisasi adalah penting. Arsip merupakan sumber ingatan 
atau memori karena arsip dapat dijadikan bank data untuk rujukan pencarian informasi, arsip 
merupakan bahan pengambilan keputusan, arsip dapat dijadikan sebagai alat pembuktian, arsip 
dapat dijadikan sebagai rujukan sejarah karena arsip mampu merekam informasi masa lalu dan 
menyediakan informasi untuk masa datang, arsip menunjang proses perencanaan karena arsip 
memiliki data yang dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. Terkandung 5 
ha1 dalam pengertian arsip yaitu menyangkut isi, bentuk dan media, pembuat arsip, penerima 
arsip, dan fungsi arsip, untuk itu sangat diperlukan pengolahan dan penataan arsip dengan baik. 
Pengolahan dan penataan arsip selanjutnya disebut dengan kearsipan. Titik berat dari kearsipan 
adalah pada segi penemuan kembali, bukan pada penyimpanannya Informasi yang tertulis atau 
terekam dalam berbagai media disimpan untuk kemungkinan dipergunakan pada waktu yang akan 
datang. Menyimpan informasi dengan baik adalah penting, sedang menemukan kembali dengan 
segera adalah vital. Beranjak dari begitu pentingnya arsip, dan begitu vitalnya penemuan kembali 
arsip, maka dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik dan sistematis. Pengelolaan arsip yang baik 
dan sistematis dapat dilakukan dengan mengacu pada 4 pilar pengelolaan arsip. Adapun 4 pilar 
pengelolaan arsip adalah Tata Naskah Dinas, Pola Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta 
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. Pengelolaan arsip yang baik pasti akan berhadapan 
dengan kendaia yang ada, selain dibutuhkan sarana prasarana pendukung dan mengacu pada 4 
pilar pengelolaan arsip yang ada 

Kata kunci: Arsip, Kearsipan, Tata Naskah Dinas, Pola Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip 
serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

A. Pendahuluan 
Peranan arsip dalam kegiatan organisasi adalah penting. Seringkali dalam 

kehidupan nyata digambarkankan bahwa organisasi tanpa arsip diibaratkan 

tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, atau tukang tanpa 

alat. Gambaran tersebut memang tepat adanya karena arsip dapat memberikan 

keberhasilan dan pertumbuhan manakala pengelolaan arsip baik, namun arsip juga 

dapat memberikan kegagalan bagi organisasi manakala pengelolaan arsip tidak baik. 

Tidak dapat dipungkiri, arsip merupakan sumber ingatan atau memori karena arsip 

dapat dijadikan bank data untuk rujukan pencarian informasi, arsip merupakan bahan 

pengambilan keputusan, arsip dapat dijadikan sebagai alat pembuktian, arsip dapat 

dijadikan sebagai rujukan sejarah karena arsip mampu merekam informasi masa lalu 

dan menyediakan informasi untuk masa datang, arsip menunjang proses perencanaan 

karena arsip memiliki data yang dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan 

selanjutnya. 

Arsip menurut pasal 1, ayat 2 Undang-Undang RI nomor 43 tahun 2009 

tentang Kearsipan, menyatakan bahwa Arsip adalah "rekaman kegiatan atau peristiwa 



dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangandalampelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara". 

Dari pengertian arsip tersebut dapat ditarik beberapa informasi yang terkandung di 

dalamnya, yaitu bahwa (1) arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa, (2) 

dengan bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi dan komunikasi, (3) dibuat 

oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, (4) diterima oleh lembaga 

negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, dan (5) digunakan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari informasi yang terkandung 

didalamnya yaitu menyangkut isi, bentuk dan media, pembuat arsip, penerima arsip, 

dan fungsi arsip, maka sangat diperlukan pengolahan dan penataan arsip dengan baik. 

Pengolahan dan penataan arsipselanjutnya disebut dengan kearsipan. 

Kearsipan menurut Kamus Administrasi adalah suatu bentuk pekerjaan 

tata usaha yang berupa penyusunan warkat-warkat secara sistematis sehingga 

bilamana diperlukan lagi, warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara tepat. 

Dari pengertian itu, Sugiarto dalam bukunya "Manajemen Kearsipan Modern", 

menyampaikan bahwa "titik berat dari kearsipan adalah pada segi penemuan kembali, 

bukan pada penyimpanannya. Informasi yang tertulis atau terekam dalam berbagai 

media disimpan untuk kemungkinan dipergunakan pada waktu yang akan datang. 

Menyimpan informasi dengan baik adalah penting, sedang menemukan kembali 

dengan segera adalah vital" (Sugiarto, 201 5). Beranjak dari begitu pentingnya arsip, 

dan begitu vitalnya penemuan kembali arsip, maka dibutuhkan pengelolaan arsip 

yang baik dan sistematis. Pengelolaan arsip yang baik dan sistematis dapat dilakukqn 

dengan mengacu pada 4 pilar pengelolaan arsip. Adapun 4 pilar pengelolaan arsip 

adalah Tata Naskah Dinas, Pola Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia atau lembaga yang terkait, misalnya Kemenristek Dikti untuk lembaga 

Perguruan Tinggi. > r t  , i  i -. , 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 20 18 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementrian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi pengertian Tata Naskah Dinas, Pola Klasifikasi 

Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

adalah sebagai berikut: Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang 

meliputipengaturanjenis, format, penyiapan,pengamanan, pengesahan, distribusi, dan 



penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Klasifikasi 

Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi 

dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Jadwal Retensi 

Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau 

retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 

jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau diperrnanenkan yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Sedangkan Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip dalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip 

dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip 

dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalarn 

pelayanan arsip. 

Kesiapan sumber daya manusia serta dukungan sarana prasaran merupakan 

kendala dalam pengelolaan arsip yang baik. 

B. Pembahasan 

1. Tata Naskah Dinas 

Arsip sebuah organisasillembaga akan tertata dan terkelola secara baik apabila 

diawali dengan proses penciptaan naskah dinas yang baik. Untuk itu diperlukan 

sebuah aturan dalam penyusunan naskah dinas, yaitu Tata Naskah Dinas. Tata naskah 

dinas yang diberlakukan secara serentak untuk semua unit dalam sebuah organisasil 

lembaga akan mencerminkan terstruktur dan tertatanya arsip dalam organisasil 

lembaga tersebut. 

Tata naskah Dinas menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal 

Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah pengelolaan 

informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 

pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan 

dalam kedinasan. Dalam pengelolaan arsip yang baik, maka harus dibakukan aturan 

mengenai jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, pengendalian naskah 

dinas. 

a. Jenis Tata Naskah Dinas 

Jenis tata naskah dinas untuk masing-masing lembaga berbeda-beda, tergantung 

dari kebutuhan lembaga yang bersangkutan, namun ada beberapa peratuan 

atau aturan yang dapat diikuti. Berikut adalah jenis tata naskah dinas menurut 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Jenis Tata Naskah Dinas menurut Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebagai 
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berikut: 

1) Naskah Dinas Arahan: Naskah dinas pengaturan (Peraturan, Pedoman, 

Petunjuk pelaksanaanlpetunjuk teknis, Instruksi, Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Surat edaran), Naskah dinas penetapan (keputusan), Naskah 

dinas penugasan (surat perintahl surat tugas) 

2) Naskah Dinas Korespondensi: Naskah dinas korespondensi intern (nota 

dinas, disposisi), Naskah dinas korespondensi ekstern. 

3) Naskah Dinas Khusus: surat perjanjian (Perjanjian dalam negeri, Perjanjian 

internasional), Surat kuasa, Berita acara, Surat keterangan, Surat pengantar, 

Pengumuman. 

4) Laporan 

5) Telaah staf 

b. Format Tata Naskah Dinas 

Format tata naskah dinas untuk masing-masing lembaga juga berbeda-beda, 

tergantung dari kebutuhan lembaga yang bersangkutan, namun ada beberapa 

peratuan atau aturan yang dapat diikuti. Hal-ha1 yang diatur dalam format tata 

naskah dinas adalah: bagian kepala naskah dinas, bag iar) hatmg &h 
dinas, dan bagian kaki naskah dinas. 

c. Penyiapan Tata Naskah Dinas 
I I 

Penyiapan tata naskah dinas meliputi kegiatan penomoran naskah dinas; 

penggunaan kertas, amplop dan tinta; ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, 

serta kata penyambung; penentuan bataslruang tepi; nomor halaman; tembusan; 

lampiran; penggunaan logo lembaga; penggunaan cap; perubahan, pencabutan, 

pembatalan dan ralat naskah dinas; 
Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Ketelitian 

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan kecermatan, 

baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa, dan 

penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. 

2. Kejelasan 

Naskah dinas hams memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat 

dalam naskah dinas. 

3. Logis dan Singkat 

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis secara 

efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak 

yang menerima naskah dinas. 

4. Pembakuan 

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat 

menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable. 



d. Pengamanan Tata Naskah Dinas 

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari sangat rahasia, 

rahasia, terbatas dan biasdterbuka. Sesangkan hak akses naskah dinas: 

1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak 

akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat 

dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan 

penegak hukum; dan 
2. Naskah dinas berklasifikasi biasalterbuka, hak akses diberikan kepada 

semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. 

Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan 

Akses: 

I. Pemberjan Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses. 
2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing. 

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia. 

e. Pengesahan Tata Naskah Dinas 

Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan 

di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat 

dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. 

Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang 

mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. Penandatanganan surat dinas 

yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

empat cara, yaitu Atas Nama (a.n.), Untuk beliau (u.b.), Pelaksana tugas (Plt.), 

Pelaksana harian (Plh.). 

1) Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani 
surat dinas telah diberi kuasaoleh pejabat yang bertanggungjawab, berdasarkan 

bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab 

tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang 

menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada 

pejabat yang melimpahkan wewenang. 

2) Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan kuasa 
memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga 

untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.). 

3) Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang 

menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan 

bidang kepegawaian lebih lanjut. 

4) Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang benvenang 

menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara 

yang menggantikannya. 
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Pengendalian Tata Naskah Dinas 

Penerimaan naskah dinas yang masuk ke lembaga dipusatkan di unit kearsipan 

atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. Penerimaan 

naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak 

menerima di unit kearsipan. Naskah dinas masuk yang disampaikan langsung 

kepada pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan. 

Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapansebagai 

berikut: Penerimaan, Pencatatan, Pengarahan dan Penyampaian/distribusi. 

2. Pola Klasifikasi Arsip 

Bukti aktivitas dan kegiatan sebuah lembaga terlihat nyata dengan arsip yang 

dihasilkan. Arsip tersebut merupakan bentuk rekaman kegiatan pelaksanaan fungsi 

lembaga. Volume arsip akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan 

lembaga. Untuk mempermudah pengelolaan arsip maka diperlukan klasifikasi arsip. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 201 8 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem 

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementrian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari 

hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi 

kearsipan. Pola klasifikasi ini disusun berdasar masalah yang mencerminkan fungsi 

dan kegiatan lembaga. Pola ini disusun berdasar masalah yang bersifat umum ke ha1 

yang bersifat khusus. Untuk memasukkan suatu arsip ke klasifikasi tertentu hams 

memahami benar permasalahan yang dikandungnya. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 201 8 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dm 
Pendidikan Tinggi, ada dua yaitu Substantif dan Fasilitatif. Klasifikasi arsip substantif 

pada jenjang masalah primer terdiri dari: penerimaan mahasiswa, kurikulum, 

tenaga pendidik, kemahasiswaan, perkuliahan, data-informasi dan pengembangan 

akademik, penunjang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi 

jurnal/buku, wisuda dan alumni, penjaminan mutu, tata parnong. Klasifikasi arsip 

fasilitatif pada jenjang masalah primer terdiri dari perencanaan, hukum, organisasi 

dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, 

hubungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, teknologi informasi dan komunikasi, 

pengawasan, kepegawaian, keuangan, badan usaha. 

Contoh pola klasifikasi di yang khusus untuk perpustakaan adalah sebagai 

berikut: 

disi Juli 2 0 1 9 1  



3. Jadwal Retensi Arsip 
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Kegiatan sebuah lembaga atau organisasi menghasilkan arsip yang banyak. 

i 

t,i 

m 
C 

Volume arsip yang selalu bertambah perlu dikelola agar kinerja lembaga atau 

organisasi tetap terjaga dengan baik. Salah satu pengelolaan arsip adalah penyusutan. 

TA : Penunjang Akademik 
TA .O I : Perpustakaan 
TA.O 1 .OO : Pengembangan Koleksi 
TA.0 l.OO.e: Peny iangan Koleksi 
Jadi arsip tentang "Penyiangan Koleksi" kode klasifikasinya adalah TA.O1.OO.e 

TA 

Piranti yang dibutuhkan untuk penyusutan arsip adalah Jadwal Retensi Arsip (JRA). 

JRA menjadi pedoman untuk penyusutan arsip. JRA seperti dijabarkan dalam 

Undang-undang No 43 tahun 2009 adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya 

d -4  

1 
i 
i 

4 
l 

i 

i 
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~EIWKJANG 
TA.01 

1 +$&. 

1;:1 

r ~ r , ?  , . I 

Cara membaca 

berisi jangka waktu arsip, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 

AKADEMIR- 

dipergunakan untuk pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Dengan adanya 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

kolom 

JRA pada sebuah lembaga atau organisasi akan mengurangi kesulitan pada proses 

Perpustakaan 
Pengembangan Koleksi 
a. Daftar Pengembangan Usulan Sendiri 

1) Data Buku Terseleksi 
2) Data Buku dalam Pemesanan 
3) Data Buku dalam Permintaan 

b. Pembelian BukuIJurnaVMajalah 
c. Program Tukar Menukar Buku Berkaitan dengan Pengembangan Bahan 

Pustaka 
d. Hibaldsumbangan Bahan Pustaka 
e. Penyiangan Bahan Pustaka 

Pengolahan Bahan Pustaka . , 

a. Panduan Katalogisasi - L I; J ,.. 
b. Panduan Klasifikasi 
Pelayanan Perpustakaan 
a. KebijakadPeraturan Layanan Perpustakaan 
b. Layanan Perpustakaan 
c. Usulan, Saran yang Berhubungan Peminjaman 
d. Layanan Elektronik - -  - 

Preservasi Bahan Perpustakaan 

a. Buku Penerimaan Bahan Pustaka Deposit 
b. Administrasi Pengolahan Deposit Bahan Pustaka 
Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka 
a. Surat Undangan 
b. Daftar Hadir 
c. MateriIBahan ,- 1 ' a + - - . ,  

d. Laporan 
Keanggotaan Perpustakaan 
a. Kartu Anggota 
b. Daftar Anggota 

klasifikasi Arsip USD adalah sebagai berikut: 

penyerahan, pemindahan dan pemusnahan arsip. Retensi arsip bisa menjadi parameter 
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indeks kinerja sebuah lembaga atau organisasi. 

Tujuan umum penyusunan JRA adalah untuk memenuhi standar pengelolaan 

lembaga atau organisasi, memenuhi persyaratan hukum dan melindungi kepentingan 

semua pihak. JRA menjadi sarana pengendalian keseimbangan antara arsip yang 

tercipta dan arsip yang disusutkan. Sehingga daur hidup arsip dapat dikendalikan 

dari tahap penciptaan hingga penyusutan. Fungsi penyusunan JRA adalah: 

a. Melindungi arsip yang memuat informasi dengan nilai guna tinggi agar dapat 

dilestarikan. Nilai guna arsip ini didasarkan pada kepentingan pengguna arsip. 

Ada dua nilai guna arsip bagi pengguna yaitu nilai guna primer dan nilai guna 

sekunder. Nilai guna primer bagi pengguna arsip adalah nilai guna bagi pencipta 

arsip itu sendiri yang meliputi nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai 

guna keuangan dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Sedang nilai guna sekunder 

adalah nilai guna arsip bagi kepentingan umum di luar kepentingan pencipta 

arsip. 

b. Menghemat ruang penyimpanan berkaslarsip. Arsip yang telah mengalami 

penyusutan adalah arsip ygng benar-benar memiliki nilai guna. Karena jumlah 

arsip sudah berkurang, maka tempat penyimpanannya pun bisa diatur sehingga 

tidak memakan tempat yang banyak sehingga lebih efisien. 

c. Menghemat peralatan kearsipan. Arsip yang disimpan adalah arsip yang benar- 

benar bernilai guna bagi pencipta arsip maupun bagi pengguna arsip, maka akan 

berpengaruh bagi peralatan yang dipakai baik peralatan untuk proses pengolahan 

maupun untuk proses penyimpanan. 

d. Menghemat tenaga. Arsip yang disimpan hanyalah arsip bernilai guna tinggi, ha1 

ini berdampak terhadap tenaga yang digunakan untuk mengelola arsip. 

e. Menghemat waktu pelayanan. Penyimpaman arsip yang dilakukan hanya 

terhadap arsip yang bernilai guna akan membantu dalam proses pelayanan arsip 

karena arsip mudah dikelola dan cepat ditemukan kembali. 

f. Menghemat biaya operasional. Dengan mengelola arsip yang bernilai guna saja, 

maka akan menghemat biaya yang akan digunakan untuk mengelola arsip, baik 

itu biaya perawatan, biaya pengadaan sarana prasarana, biaya membayar tenaga 

kearsipan. 

g. Sebagai pedoman kerja. Dengan adanya JRA memudahkan dan memberikan 
pedoman kerja bagi arsiparis, tenaga kearsipan ataupun tenaga kesekretariatan. 

Unsur-unsur yang diuraikan pada Jadwal Retensi Arsip adalah sebagai berikut: 

a. Jenis arsip, bagian ini menyebutkan arsip berdasar klasifikasinya. 

b. Jangka waktu simpan arsip. Jangka waktu simpan dibedakan menjadi 2 yaitu : 

1) Arsip aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi dan 

digunakan terus-menerus; 



2) Arsip inaktif yaitu arsip yang frekuensi penggunanya telah menurun. 

Menurut pedoman International on Archives (ICA), berkas yang digunakan 

kurang dari enam kali dalam satu tahun dapat dianggap sebagai arsip inaktif. 

Sedangkan menurut Record Manager and Archivist (ARMA), arsip inaktif 

jika dalam satu tahun berkas tersebut digunakan tidak lebih dari delapan 

kali. 

c. Rekomendasi memuat keterangan mengenai nasib akhir arsip. Rekomendasi 

dibedakan 3, yaitu: 

1) Dinilai kembali, yaitu arsip yang telah melewati masa inaktifnya, namun 

perlu dipertimbangkan lagi nilai kegunaannya sebelum diputuskan menjadi 

permanen ataukah akan dimusnahkan. 

2) Musnah, yaitu arsip yang sudah tidak memiliki nilai kegunaan dan telah 

melewati masa simpannya. 

3) Permanen, yaitu arsip yang telah melewati tahap penilaian arsip hams 

disimpan karena mempunyai nilai kegunaan dan nilai sejarah. Termasuk 

jenis arsip yang permanen adalah arsip yang bersifat vital dan statis. 

Tahap Penyusunan Jadwal Retensi Arsip adalah sebagai berikut: 

a. Pembentukan tim 

Jadwal Retensi Arsip yang komprehensiftidak mungkin dibuat sendiri. Penyusunan 

J R 4  harus melibatkan pencipta arsip, pengguna arsip dan manajer arsiplarsiparis. 

Semua bagian dalam suatu organisasi harus ada penvakilan dalam penyusunan 

JR4. Tim penyusun JRA akan menentukan masa simpan, penyusutan dan nasib 

akhir arsip. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. 

b. Survey 
Survey dalam penyusunan arsip terdiri dari survey organisasi dan survey arsip. 

Survey organisasi dilakukan untuk mengetahui ranah kerja organisasi, memahami 

visi misi organisasi, program kerja organisasi dan kegiatan yang dilakukan. Survey 

arsip dilakukan untuk mengetahui pencipta arsip, jenis dan volume arsip, kurun 

waktu, frekuensi arsip digunakan dan nasib akhir arsip. Survey bisa dilakukan 

melalui kuesioner ataupun terjun ke lapangan. 

c. Penyusunan dan pembahasan 

Setelah survei dilakukan maka tim penyusun .IRA akan melakukan rekapitulasi 

data dan menyusun masa retensi arsip sesuai dengan kerja yang dilakukan masing- 

masing bagian. 

d. Pengesahan JRA 
Setelah penyusunan JRA selesai maka dilakukan pengesahan yang dilakukan oleh 

pejabat tertinggi lembaga tersebut. 

Retensi arsip harus dilaksanakan sesuai dengan pedomanljadwal yang dibuat. 



Betaksanaan retensi arsip perlu dilahkan iplin karena ha1 ini &an 

-ingkatkanefeWvi.taskarsipan,menj& 

dtrrr konsistensi penyusutan arsip terjaga s aturm yang berlaku. 

4, S&m Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Sistem Klasifikasi Keamanan dm A h  Amp (SKAA) bertujm untuk 
mlbdungi  arsip seem fisik dan kmdungan infmasinya dari kenrsaka;n $an 

kehilangan sehingga ketersediaan, keterbamn? keueuhm, otentisitas dan reliabilitas 

arsip &tap terjaga. Dengan adanya SKKA &an mencegah penyalahgunaan arsip 

oleh plhak yang ti& berhak &n berkepentingan. Tujuan dan manfmt SKKA dapat 

dijabarkan, sbb: 

i. Tersedia informasi arsip yang dikategorikan terbuka dapat diakses oleh publik; 

ii. Terjamin keamanan arsip yang dikategorikan rahasia; 

iii. Tercipta kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKAA) menyangkut 

kerahasiaanlketertutupan dan keterbukaan arsip berkaitan dengan hak dan wewenang 

seseorang atau lembaga untuk memperoleh informasi. Hal ini berhubungan dengan 

hak dan kewajiban seseorang atau organisasi tersebut untuk merahasaikan informasi 

tertentu. Tingkat keamanan arsip dapat diurutkan sebagai berikut: 

1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui 

oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan 

negara; 

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui 

oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya 

fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, 

termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam 

naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan 

menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, 

hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi; 

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui 

oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya 

pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan; 

dan 

4. Biasnerbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka 

untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan 

negara. 
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Pengamanan terhadap arsip dan pengaturan hak akses arsip berbeda-beda 

tergantung dari tingkat keamanan arsip. Pengamanan arsip dengan tingkat kemanan 

biasdterbuka tidak membutuhkan kemanan yang ketat, namun pengamanan 

arsip dengan tingkat keamanan terbatas, rahasia dan sangat rahasia memerlukan 

pengamanan yang lebih ketat. Sedangkan terkait dengan pengaturan hak akses, maka 

semakin tinggi tingkat keamanan arsip maka semakin tinggi pengaturan aksesnya: 

a. Penentu kebijakan mempunyai hak akses terhadap seluruh arsip yang berada di 

bawah kewenangannya. 

b. Pimpinan tertinggi lembaga dan kepala unit kearsipan serta penegak hukum 

dalam rangka melaksanankan tugasnya sebagai penegak hukum dapat mengakses 

arsip rahasia atau sangat rahasia. 

c. Pelaksana kebijakan, arsiparis dan pegawai yang hanya memiliki kewenangan 

tingkat keamanan biasdterbuka tidak diberikan hak akses terhadap arsip terbatas 

kecuali mendapatkan ijin. 

d. Publik hanya boleh mengakses arsip dengan kategori terbuka dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKAA) dilakukan 

oleh tim dan disahkan oleh pimpinan lembagdorganisasi. Penyusunan ini memakai 

pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala ANRI, sebagai induk resmi organisasi 

kearsipan. 

Sarana penyimpanan konvensional berupa rak, filling cabinet, brankas 

atau lemari besi sesuai dengan kebutuhan. Arsip dengan tingkat keamanan rahasia 

disimpan pada atau lemari besi yang terkunci. Pada arsip elektronik harus digunakan 

hardware dan software yang berkualitas. 

5. Kendala yang Dihadapi Pengelola Kearsipan 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan adalah: 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

1) SDM yang berkualifikasi bidang kearsipan tidak terpenuhi. Hal ini tentu 
akan berdampak pada kurang baiknya pengelolaan arsip dan kurang mampu 

mengimbangi perkembangan dalam bidang kearsipan. 

2) SDM kurang memahami dan mengerti mengenai pentingnya arsip. Hal ini 
mengakibatkan kurang berfungsinya fungsi kearsipan. 

b. Sistem 

1) Pedoman pengelolaan arsip belum dimiliki. Hal ini berdampak pada 

ketidak adanya standar pedoman pengelolaan arsip, sehingga staf kearsipan 

melaksanakan pekerjaannya tidak ada keseragaman dan tidak ada tujuan yang 

jelas. 



2) Standar peminjaman arsip belum dibakukan. Hal ini mengakibatkan 

peminjaman arsip tanpa adanya peraturan yang jelas. 

3) Peminjaman arsip dalam waktu yang lama. Hal ini dapat menimbulkan 

kehilangan arsip dan menghambat pihak lain yang akan meminjam arsip yang 

sama. 

4) Temu kembali arsip tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

5) Penyusutan arsip belum dilakukan secara menyeluruh di unit yang ada. Hal 

ini berdampak pada arsip yang semakin menumpuk, campur aduk, dan tidak 

dapat tertampung lagi. 

c. Sarana Prasarana 

1) Volume arsip semakin bertambah apabila tanpa diimbangi dengan penyusutan, 

ha1 itu mengakibatkan tempat dan peralatan yang tersedia tidak dapat 

menarnpung arsip lagi. 

2) Dana pembelian peralatan dan preservasi arsip minim. 

6. Sarana Prasana yang Diperlukan 

Sarana prasarana pendukung, antara lain: 

a. Ruang: 

1) Ruang kerja: ruang administrasi, ruang transit akuisisi arsip, ruang 

pengolahan, ruang reproduksi, dan restorasilperawatan. 

2) Ruang penyimpanan arsip: ruang penyimpanan arsip inaktif (record centre), 

ruang penyimpanan arsip statis, ruang penyimpanan arsip vital. 

3) Ruang baca arsip. 

b. Sarana bantu: 

1) Sarana penemuan kembali arsip yang berupa daftar arsip statis, inventaris 

arsip, guide arsip statis. 

2) Sarana baca arsip yang terdiri dari: meja baca arsip, microreader dan atau 
microreader printer untuk membaca microJilmlmicro~sher, sarana baca 

arsip audio visual yaitu alat baca dan monitor untuk video dan film, audio1 

rekaman suaralarsip foto. 

c. Sarana penyimpanan arsip baik berbentuk arsip cetak, kartografi (arsip peta, 

gambar teknik), audio visual (microfilm, video, film, microJiche) dan digital: 

1) Boxs arsip yang terbuat dari bahan kertas 

2) Rak besi 

3) Almari baja 

d. Sarana perlindungan, penjagaan dan kontrol: 

1) Sistem peringatan kebakaran (Fire Alarm System) 
2) Pendeteksi asap (Smoke Detection) 

- - 



3) Hydran dan atau tabung pemadam kebakaran 

4) Air Conditioner (AC) 

5) CCTV (Closed Circuit Television), yang terkoneksi ke monitor di 

ruang instalasi teknis 

6) Pengamanan pintu secara otomatis, menggunakan kontrol akses ID card 
atau sidik jari pengguna fingerprint access control). 

e. Sarana preservasi arsip: 

I) DehumidiJier (alat penurun kelembaban udara) 

2) Thermometer (alat yang digunakan untuk mengukur suhu) 

3) Hygrometer (alat untuk mengukur tingkat kelembaban) 

4) Thermohygrumeter (alat yang mempunyai dua indikator pengukuran yaitu 
thermometer dan hygrometer) 

5) Trolly (alat pengangkut baranglarsip) 

6) Leafcaster (alat penambal dokumen) 

7) Rewinder (mesin gulung) 

8) Video tape cleaner (pembersih pita magnetik) 
9) Film cleaner (pembersih film) 

10) Komputer 

11) Scanner 
12) Printer 

13) Reel to Reel Tape (alat untuk perekaman suara) 

14) Telecine (Alat untuk mentransfer film ukuran 16" dan 35") 

15) Camera Microfilm (Alat yang digunakan untuk merekam dari bentuk kertas 

kedalam bentuk film ukuran 16 mm) 

16) Microfilm Reader (Alat untuk membaca Microfim Positif dalam bentuk 

ro I I) 
17) Microjiche Reader (Alat untuk membaca Microfilm Positif dan negatif dalam 

bentukfisce) 

18) Microjlm Auto Processor (Alat untuk memproses hasil rekaman dari camera 

microfilm, sehingga menghasilkan negatif film dalam 
bentuk TO\\) 

I9)MicrofiIm Printer (Alat untuk mencetak dari film negatif menjadi film 

positif) 

f. Sistem Informasi Kearsipan dan Web-Kearsipan. 

C. Penutup 

Pengelolaan arsip yang ideal, yaitu tertatanya arsip dengan baik dan sistematis 

membutuhkan upaya yang tidak mudah. Pengelolaan kearsipan hams menyiapkan 



surnber daya manusia yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan ilmu 

kearsipan, menyiapkan sarana prasarana pengelolaan kearsipan. Selain itu menyusun 

pedoman pengelolaan arsip yang dikenal dengan 4 pilar pengelolaan arsip, yaitu 

Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip. 

Dengan tersedianya pedoman Tata Naskah Dinas harapannya lembaga 

memiliki standar dalam pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan 
jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan 

naskah dinas, serta media yang digunakan dalarn kedinasan. Dengan tersedianya 

pedoman Klasifikasi Arsip harapannya lembaga memiliki standar yang sama dalam 

pola pengaturan kode arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas 

instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Dengan tersedianya 

pedoman Jadwal Retensi Arsip harapannya lembaga memiliki standar penyusutan 

dan penyelamatan arsip karena pedoman JRA berisi daftar yang berisi sekurang- 
kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang 

berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, 

atau dipermanenkan. Dengan tersedianya pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan 

dan Akses Arsip harapannya lembaga memiliki standar untuk melindungi hak dan 
kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip karena di dalamnya 
memuat aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai 

dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip. 
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